
 
 

78 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 

Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Program Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam rangka 

perlindungan perempuan dan anak adalah melakukan sosialisasi, 

membentuk satgas khusus perempuan, membentuk tim perlindungan 

perempuan dan anak, kunjungan dalam pembinaan terhadap korban 

dan juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti dinas sosial, 

dinas kesehatan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, tenaga kerja dan 

P2TP2A. Sedangkan program yang dilakukan oleh pihak Satpol PP  

adalah dengan melakukan sosialisasi, patroli, berkoordinasi dengan 

korban dan pihak terkait dan mengamanan korban serta menerima 

laporan dari masyarakat. 

2. Pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam 

menjalankan Perda Nomor 11 Tahun 2016 memiliki beberapa 

kegiatan pelaksanaan terkait penanganan dan pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2021, DP3AP2KB 

menerima pengaduan dan memberikan pelayanan kepada korban 

kekerasan. Kemudian pada tahun 2022 hingga tahun 2024 DP3AP2KB 

lebih fokus pada upaya pencegahan melalui sosialisasi ke sekolah-

sekolah dan berbagai pihak terkait, seperti kepala sekolah, perangkat 

kecamatan dan kelurahan. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap 

dengan peningkatan jumlah peserta dari tahun ke tahun.  
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3. Tantangan pelaksanaan Perda Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 

2016 belum adanya Rumah Singgah, kurangnya sosialisasi terkait 

Perda, dan keterbatasan anggaran. Selain itu keengganan korban 

untuk melaporkan kasus kekerasan karena dianggap aib keluarga 

juga menjadi hambatan. Sehingga pihak DP3AP2KB maupun Satpol PP 

mengalami kesulitan dalam mengindentifikasi korban maupun pelaku 

kekerasan. Selanjutnya tantangan yang dihadapi pihak Satpol PP, 

terutama dalam hal kurangnya pemahaman masyarakat terkait Perda, 

kurangnya edukasi tentang nilai-nilai agama dalam keluarga. 

Penanganan yang diberikan kepada korban juga belum optimal. Oleh 

karena itu penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan di 

Kota Payakumbuh masih memerlukan upaya yang lebih maksimal. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka terdapat 

saran yang dapat penulis sampaikan yaitu diharapkan pelaksanaan 

Perda Nomor 11 Tahun 2016 kedepannya dapat terlaksana dengan 

baik. Diharapkan sebaiknya pemerintah daerah seperti pihak Satpol PP, 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta pihak terkait di 

Kota Payakumbuh kedepannya dapat lebih optimal lagi dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam melaksanakan 

sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya perlindungan 

terhadap perempuan dan anak. Sehingga masyarakat dapat benar-

benar mematuhi dan menjalankan isi Perda dengan baik. Dan 

diharapkan kepada pihak DP3AP2KB untuk menyediakan layanan sms 

center agar korban kekerasan dapat melaporkan kepada pihak terkait 

melalui sms center tersebut. Begitu juga dengan masyarakat 

diharapkan dapat berpartisipasi untuk menjaga dan melindungi 

perempuan dan anak tersebut seperti halnya jika melihat ataupun 
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menjadi korban kekerasan tersebut, segera melaporkan ke pihak 

tersebut.  
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